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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 03/PMK.011/2012 
TENTANG 

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
FASILITAS DANA GEOTHERMAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung usaha 
pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan 
pembangkit listrik, diperlukan peran Pemerintah 
untuk mengurangi risiko usaha panas bumi; 

b. bahwa peran pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dilakukan dengan menyediakan Dana 
Geothermal yang dialokasikan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau 
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara-
Perubahan (APBN-P); 

c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana 
Geothermal yang telah dialokasikan dalam APBN 
dan/atau APBN-P, Menteri Keuangan telah 
menugaskan Pusat Investasi Pemerintah 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
286/KMK.011/2011 tentang Penugasan Kepada 
Pusat Investasi Pemerintah Untuk Melaksanakan 
Pengelolaan Dana Geothermal;  

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 tentang Tata 
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Cara Penyediaan dan Pencairan Dana Geothermal 
Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana 
Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah, 
ketentuan mengenai pengelolaan Dana Geothermal 
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 
tersendiri; 

e. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Fasilitas Dana 
Geothermal dilakukan secara transparan dan 
akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan 
keuangan negara, dipandang perlu mengatur tata 
cara pengelolaan dan pertanggungjawaban  Fasilitas 
Dana Geothermal; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2003 tentang 
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4327); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor 31 Tahun 2003  
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan 
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 
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(PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroaan 
(PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 69); 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4777); 

9.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 1 Tahun 2008  
tentang  Investasi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5261); 

10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 45 Tahun 1991; 

11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang 
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam 
Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 56  Tahun 2011; 

12. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Pusat Investasi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
178/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penyediaan 
dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas 
Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada 
Pusat Investasi Pemerintah; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA 

CARA  PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
FASILITAS DANA GEOTHERMAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Badan Usaha Penyedia Jasa Penyiapan Proyek KPS adalah badan 

usaha yang menyediakan jasa penyusunan studi kelayakan, 
penyusunan dokumen pelelangan, dan asistensi dalam melakukan 
pengadaan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur melalui 
skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. 

2. Dana Geothermal adalah dana yang dialokasikan untuk pembiayaan 
dalam rangka mitigasi risiko eksplorasi dan meningkatkan kelayakan 
proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi. 

3. Fasilitas Dana Geothermal adalah dukungan fasilitas yang diberikan 
Pemerintah untuk mengurangi risiko usaha panas bumi dalam rangka 
mendukung usaha pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan 
pembangkit listrik. 

4. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah 
satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang 
melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi 
pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

5. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut IUP 
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi. 

6. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi KPS yang selanjutnya 
disebut Proyek PLTP KPS adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga 
Panas Bumi yang diadakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha 
Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56  Tahun 2011. 

7. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, 
analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi 
kondisi  geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak 
dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja. 
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8. Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah pihak yang 
diberikan wilayah kuasa pengusahaan panas bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 
Tahun 1991. 

9. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut 
Wilayah Kerja adalah wilayah kerja yang ditetapkan dalam IUP. 

BAB II 
TUJUAN, PRINSIP, BENTUK, DAN RUANG LINGKUP 

 FASILITAS DANA GEOTHERMAL 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

Pasal 2 
Pengelolaan Fasilitas Dana Geothermal bertujuan untuk: 

a. meningkatkan kecukupan data dari hasil Survei Pendahuluan guna 
menurunkan risiko eksplorasi dalam rangka pemanfaatan panas bumi 
untuk pembangkit listrik; 

b. menyediakan data pendukung guna menyusun dokumen pelelangan 
dalam rangka penawaran Wilayah Kerja untuk pengadaan Proyek 
PLTP KPS kepada badan usaha; dan/atau 

c. mendukung pembiayaan kegiatan eksplorasi dalam rangka percepatan 
pengembangan proyek PLTP. 

Bagian Kedua 
Prinsip 

Pasal 3 
Fasilitas Dana Geothermal dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola 
yang baik (good governance) yang antara lain meliputi: 

a. kepastian hukum, yakni bahwa pengelolaan Fasilitas Dana 
Geothermal dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;  

b. akuntabel, yakni bahwa pengelolaan Fasilitas Dana Geothermal dapat 
dipertanggungjawabkan; dan 

c. transparan, yakni bahwa informasi yang berkaitan dengan 
pengelolaan dan pertanggungjawaban fasilitas Dana Geothermal 
dimuat dalam laporan tahunan dan website yang dapat diakses. 
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